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RINGKASAN 

Wilayah pesisir dan laut ditinjau dari berbagai macam peruntukannya 

merupakan wilayah yang sangat produktif. Akibat pertumbuhan jumlah 

penduduk yang semakin pesat di wilayah pesisir berpengaruh terhadap 

kemampuan daya dukung lingkungan pesisir untuk memenuhi kebutuhan 

manusia. 

Untuk menjamin fungsi dan pemanfaatan kawasan pesisir dan laut secara 

optimal dan berkelanjutan, dibutuhkan upaya membangun keseimbangan antara 

pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya lingkungannya. Berkaitan dengan 

tujuan tersebut, peranan penataan ruang pesisir dan laut menjadi penting. 

Penataan ruang pesisir dan laut pada hakekatnya ditujukan untuk mencapai 

pemanfaatan sumberdaya pesisir dan kelautan yang optimal dengan sedapat 

mungkin menghindari munculnya konflik pemanfaatan melalui pemanfaatan 

sumberdaya yang terpadu, seimbang, terbuka dan berkelanjutan. 

Kegiatan penataan ruang yang secara umum mengaeu pada Undang 

Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-undang 

Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau 

Keeil, merupakan solusi yang tepat dalam kaitannya dengan pengelolaan dan 

pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir dan laut. 

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, banyak menimbulkan konflik kewenangan, khususnya 

Pasal18 Ayat (1) disebutkan bahwa daerah yang memiliki wilayah laut diberikan 

kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut. Sedangkan, menurut 

Pasal 18 Ayat (4) UU Npmor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut paling jauh 12 (dua 

belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arab laut lepas dan /atau ke arab 

perairan kepulauan untuk provinsi dari 1/3 (sepertiga) dan wilayah kewenangan 

provinsi untuk kabupaten/kota. Wilayah pengelolaan di setiap daerah diatur dan 

ditata sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (selanjutnya disebut RTRW) 
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PropinsijKabupaten atau Kota, sehingga kewenangan daerah Propinsi, 

Kabupaten/Kota dapat ditata sesuai dengan penataan ruang wilayah. 

Secara umum dengan diberIakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 

tersebut menimbulkan berbagai persoalan tentang perbatasan wilayah laut 

daerah, dan ketidaksiapan Pemerintah Daerah yang mempunyai wilayah laut 

untuk mengatur dan mengelola sumberdaya alamnya. Disadari bahwa 

pembangunan di darat juga akan berpengaruh ke wilayah pesisir dan laut, begitu 

pula wilayah pesisir dan laut merupakan suatu entitas yang tidak hanya memiliki 

makna persatuan dan pertahanan tetapijuga punyai nilai ekonomis. 

Dalam penelitian terdahulu, implementasi integrated coastal 

management relatif masih kurang dilaksanakan dalam pengelolaan sumberdaya 

alam di wilayah pesisir dan laut Indonesia. Sementara itu program yang 

dilakukan USAID untuk pengelolaan sumberdaya laut sesuai dengan integrated 

coastal management telah dikenalkan 20 tahun lalu oleh negara-negara maritim 

kepada negara berkembang dan negara maju. Dalam perkembangannya 

penataan ruang wilayah pesisir dan laut untuk mendukung pengelolaan 

sumberdaya wilayah laut belum sesuai dengan konsep integrated coastal 

management. Masing-masing pihak dalam menyusun perencanaan dan 

penataan wilayah pesisir dan lautnya seringkali tidak mempertimbangkan 

perencanaan dan penataan ruang yang disusun pihak lain, hal inilah yang sering 

menimbulkan konflik yang berkepanjangan, dalam tataran horisontal atau 

vertikal. Untuk itu perIu adanya suatu peraturan perundang-undangan yang 

secara khusus mengatur tentang penataan ruang wilayah pesisir dan laut dengan 

mengacu pada pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya dan memperhatikan 

daya dukung lingkungan dan peruntukan atau pembagian zonasi. 
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SUMMARY 

Coastal and marine zones in terms of various kinds of allocation is a very 
productive zones. As a result of population growth is increasing rapidly in coastal 
zones affect the ability of carrying capacity of coastal environments to meet 
human needs. 

To ensure the function and utilization of coastal and marine zones in an 
optimal and sustainable, it takes effort to build a balance between resource 
utilization and conservation of the environment. In connection with these 
objectives, the rule of spatial planning of coastal and ocean becomes important. 
Structuring the marine and coastal and basically aims to achieve utilization of 
coastal and marine resources are optimized by avoiding possible conflicts 
resource utilization through the use of integrated, balanced, open and 
sustainable. 

Spatial planning activities which generally refers to Law No. 26 of 2007 
concerning Spatial Planning and the Law No. 27 of 2007 concerning The 
Management of Coastal Zones and Small Islands, is an appropriate solution in 
relation to the management and utilization of natural resources in the coastal and 
marine zones. 

The implementation of Law No. 32 of 2004 concerning Local Government, 
a lot of authority conflict, particularly Article 18 Paragraph (1) states that the area 
has a sea zones were given authority to manage marine resources in the region. 
Meanwhile, according to Article 18 Paragraph (4) Law No. 32 of 2004 on 
Regional Government, the authority to manage marine resources in the most 
remote areas 12 (twelve) nautical miles measured from the coastline into the sea 
and / or to the archipelagic waters to province of the 1 / 3 (one third) and 
provincial jurisdictions for the district / city. Management zones in each subject 
area and arranged in accordance with the Spatial Plan (hereinafter referred to as 
RTRW) Province / District or the City, so that local authorities Province, Regency 
/ City can be arranged in accordance with regional spatial planning. 

In general, with the enactment of Law No. 32 of 2004 which creates 
various problems of the delimitation sea, and the unprepared of the Local 
Government has a marine zones to organize and manage its natural resources. 
Realized ashore that the development will also affect the coastal and marine 
zones, as well as coastal and marine zones is an entity that not only has a 
meaning of unity and defense but also have economic value. 

In previous research, the implementation of integrated coastal 
management is still relatively less implemented in the management of natural 
resources in coastal and marine zones of Indonesia. Meanwhile, USAID 
programs undertaken for the management of marine resources in accordance 
with the integrated coastal management has been introduced 20 years ago by the 
maritime countries to developing countries and developed countries. In the area 
of spatial development of coastal and marine resources to support the 
management of marine zones not in accordance with the concept of integrated 
coastal management. Each party in the planning and arrangement of coastal and 
sea zones often do not consider the spatial layout planning and arranged the 
other hand, it is this which often causes conflict, the level of horizontal or vertical. 
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For that we need the existence of a legislation that specifically regulates the 
spatial planning of coastal and marine zones by referring to management and 
use of resources and attention to environmental carrying capacity and zoning 
designation or division. 

vi 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN Rancangan Model Undang-Undang Penataan Ruang Laut Dina Sunyowati



PRAKATA 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas 
anugerah dan karunianya, akhirnya kami dapat menyelesaikan Laporan 
Penelitian Sb'ategis Nasional tahun 2009 dengan pendanaan dari DIPA -
Universitas Airlangga. 

Sesuai dengan perjanjian yang telah kami buat, maka Laporan Penelitian 
akan ditindaklanjuti dengan Seminar, sebagai pertanggungjawaban laporan 
penelitian yang kami lakukan, dan menyampaikan hasil penelitian sebagai 
sumbangsih kami terhadap perkembangan ilmu hukum dan ilmu pengetahuan 
dan teknologi terutama di bidang hukum intemasional dan hukum laut 

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
atas dukungan moril dan materiil kepada Rektor Universitas Airlangga, 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Airlangga, 
Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan segenap pimpinan di 
lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Ucapan terima kasih kami 
sampaikan juga kepada para pihak yang telah membantu kami mendapatkan 
data dan bahan hukum sebagai kelengkapan penelitian ini, yaitu Departemen 
Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Surabaya, dan 
Tarakan, Bapenas, Bappeda Tarakan, Dinas Lingkungan Hidup Surabaya. 

Kami berharap, semoga penelitian ini akan dapat memberikan 
sumbangsih dan menambah wawasan kepada para pihak yang terkait dengan 
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam baik hayati maupun non hayati 
di wilayah pesisir dan Iaut khususnya , dan juga bagi pengembangan hukum 
laut dan hukum penataan ruang pada umumnya. 

Surabaya, 1 Desember 2009 
a.n. Peneliti 
Ketua, 

Dr. Dina Sunyowati, S.H.,M.Hum. 
NIP. 131653449 
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